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Tesisini membahas tentang tanggung jawab Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah berdasarkan
Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan Akta Jual Beli (AJB) dimana Notaris dan PPAT menawarkan
kepada pihak penjual untuk menitipkan sertipikat dengan iming-iming tipu muslihat atas dasar pembuatan
Pengikatan Jual Beli yang belum dibayar lunas tetapi Hak Atas Bangunan tersebut sudah dialihkan oleh
Notaris/PPAT dari pembeli ke penjual sehingga menyebabkan pihak penjual mengalami kerugian. Dalam
hal ini apabila akta yang dibuat mengandung cacat hukum karena kesalahan dari Notaris dan PPAT maka
harus mempertanggung jawabkanya karena notaris dan PPAT harus menjalankan kewenangan dan
kewajiban dengan jujur,seksama,mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak terkait dalam
perbuatan hukum. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 66PK/Pid/2019.
Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dalam
penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer,bahan hukum sekunder dan
bahan hukum tersier. Penelitian ini menggunakaan metode analisis data secara deskriptif analisis dengan
pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah bentuk pertanggungjawaban Notaris dan PPAT bahwa
dalam putusan Nomor 66PK/Pid/2017 hakim memutuskan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dan
PPAT telah terbukti melakukan tindak pidana yang bertumpu pada prinsip kesalahan yang melakukan
perbuatan melawan hukum dalam putusan ini Notaris dan PPAT berdasarkan fakta- fakta hukum telah
terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 378 dan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana dengan melakukan penipuan,tipu muslihat dan serangkaian kebohongan secara bersama-sama. Selain
itu akibat dari perbuatan Notaris dan PPAT juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum perdata,
hukum administrasi dan kode etik.

<hr />This thesis discusses the responsibilities of notary public and the land Deed official based on the buy
and sells binding agreement (PPJB) and the Buy and sell Act (AJB) where notary and PPAT offer to the
seller to deposit the certificate with the lure of deception on the basis of making a binding sale and purchase
that has not been paid in full, but the rights to the building have been transferred by a notary/PPAT from the
buyer to the seller, causing the seller to suffer losses. In this case, if the deed is made of legal defects due to
the fault of the notary and PPAT, must be responsible for the notary and PPAT must exercise authority and
obligation honestly, carefully, independently, not a party and keep the interests of the parties concerned in
the act of law. Based on the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia number
66PK/Pid/2019. To address these problems, the study used a normative juridical approach. This study used
secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials.
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The study uses data analysis methods in descriptive analysis with a qualitative approach. The result of this
study isaform of notary and PPAT accountability that in the ruling number 66PK/Pid/2017 The judge
decides the breach committed by notary and PPAT has been shown to commit a criminal offense on the
principle of error who commit acts against the law in this ruling notary and PPAT based on the facts of the
law have been shown to fulfill the elements of criminal actsin article 378 and article 55 of the Criminal
Code by committing fraud, deception and a series of liestogether. In addition, the result of the notary and
PPAT deeds can also be held liable for civil law, administrative law, and Code of Ethics.



